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ABSTRAK : 

- Untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan pengelolaan penyedia jasa lainnya orang 

perorangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, 

Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa 

Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Beberapa Peraturan 

Gubernur Bidang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; 

PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015. 

 

- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait pencabutan beberapa Peraturan Gubernur, yaitu: 

a. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa 

Lainnya Orang Perorangan; 

b. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang 

Perorangan; 

c. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana 

Umum Tingkat Kelurahan; 

d. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat 

Kelurahan; 



e. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya 

Orang Perorangan. 

 

CATATAN : 

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2022. 

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 1 November 2022. 

- 3 halaman 


